BUPATI TAKALAR
YROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI TAKALAR
NOMOR 28 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAH/ * KEimi¥AT ATAS PERATURAN BUPATI TAKALAR NOMOR 57
TAHUI 201¢ TEENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
*AN ELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

Menimbang

FICAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TAKALAR,

abvwar berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik
fadonesia Nomor 114/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana
insentil Daerah Tambahan Periode Kedua Tahun Anggaran 2020
“an berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Lampiran Undang-
swdnng Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan
Penrerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020
rinng  Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem
~cusangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease
DIH{COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman
sit Membahayakan — Perekonomian  Nasional dan/atau
<aoilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang, ketentuan
oo lanjut mengenai kebijakan keuangan Negara termasuk
soncutlamaan  penggunaan  alokasi anggaran untuk kegiatan
rertentu (refocusing) dan/atau penyesuaian alokasi anggaran
cransfer ke Daerah, dengan kriteria tertentu perlu diatur
serngzan Peraturan Menteri Keuangan;
abcva berdasarkan  Peraturan Menteri Keuangan Republik
cwctenesia Nomor 151/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana
tasontf Dacrah Tambahan Periode Ketiga Tahun Anggaran 2020
a berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Lampiran Undang-
~nwiang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan
winerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020
caing Kebijakan Keuangan Negara dan  Stabilitas Sistem
~ouangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease
S {COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman
cang Membahayakan  Perekonomian — Nasional —dan/atau



‘abilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang, ketentuan

\wbili lanjut mengenai kebijakan keuangan Negara termasuk
pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan
tertentu (refocusing) dan/atau penyesuaian alokasi anggaran
ITransfer ke Daerah, dengan kriteria tertentu perlu diatur
‘engan Peraturan Menteri Keuangan;

c. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan
omor  2036/IX/Tahun 2020 tentang Pemberian Bantuan
heuangan  Kepada Pemerintah Kabupaten Takalar Tahun
snpparan 2020 dalam rangka mendukung program strategis
asional yaitu program pencegahan stunting dan gizi buruk,
nala diperlukan sarana dan prasarana serta pembiayaan yang

relatil cukup;

o

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
hural a, b, dan ¢ maka perlu menetapkan Peraturan Bupati
‘entang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Takalar
‘omor 57  Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran
“endapatlan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Mengingat - |. Lndang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Pacrah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik
lonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara
Fepublik Indonesia Nomor 1822);
Lndang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan
Pangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Fomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Fomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia
lahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3569);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara
a4 yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
potisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
mor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
‘wmbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Lndang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

‘ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



L)

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Feuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
!nimbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
c¢ang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan  Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
ra Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Lierah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
+, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
scbagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
iling-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan  Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Keuangan
hepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara
Fepublik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4028 );

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman
; I (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana

Perimbangan  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
mor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
nor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem

wlormast - Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
‘onesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara

blik Indonesia Nomor 4576);



o

i otoaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139,
©ontuhan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

Sooran Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman

vwoisunan dan Penerapan  Standar  Pelayanan  Minimal

« eocaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,
“vsahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

Poritaran Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan

Pengawasan  Penyelengaraan — Pemerintahan  Daerah

i oinharan Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
- anoahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

o aran Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

.+ ngan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
P bhik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
& oesra Republik Indonesia Nomor 4614);

Portran Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan

“wsoatas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Iowiovukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
. on Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
rdienesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Fooe DK Indonesia Nomor 4712);

ran Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
~unst Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
oo 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
oonesia Nomor 5165);
£ ootvian Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan
Coraturain Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009  tentang

Kciangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara

boowonine Indoniesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan
ioooaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);
Foretaran Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat

a1 thembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor

Tianbalbian Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

o e Permerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
~viagon Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

“omor 2. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

~omn Menterl Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

+an Pengelolaan  Keuangan Daerah, sebagaimana telah



St beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam

21 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Peraturan

itert Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
racioman Keuangan Daerah;

vaturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2013 tentang

wii:ihan alas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun
rentang Pedoman Tata Cara Perhitungan, Penganggaran
APBD,  Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan

Cnepungiewaban Penggunaan  Bantuan Keuangan Partai

coonran Mentenn Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang

todonem Penvusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tobon Soagearan 2020;

~—

[

woren Mentert Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang
iinhian Kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
< aaun 20101 tentang Pedoman Pemberian Pedoman Hibah dan
vi Sosial vang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
nie acrah;
e Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang
cpean Penanganan Corona Virus  Disease 2019 di
iowan Poemnerintah Daerah;
Lo Dnerahr Kabupaten Takalar Nomor 04 Tahun 2014
Periibahian Ketiga atas Peraturan daerah Nomor 07
207 tentiing Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
ol aien Takalar;
corviran Menieri Keuangan  Republik Indonesia  Nomor
FrIR.O7/2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi
©ooa i Pambahan Tahun Anggaran 2020;
e Mentert Keuangan Republik Indonesia  Nomor
ol 077240200 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan
1o cesa Tabun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan
Coruna Virus Disease 2019 (CIVID-19) Dan / Atau

toacdapl o Arcaman Yang  Membahayakan  Perekonomian

o Daeran Kabupaten Takalar Nomor 10 Tahun 2019
v Angearan Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
ai Tahun Anggaran 2020,
o turan Bupati Takalar Nomor 05 Tahun 2020 tentang
colinan ates Peraturan Bupati Takalar Nomor 57 Tahun 2019

1 Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah.



MEMUTUSKAN :

Menetapkan PERS VAN BUPATE TAKALAR TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERS L BUPATE TAKALAR NOMOR 57 TAHUN 2019 TENTANG
VERG 2T ARNGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
AR CTARATT 2020,

Pasal 1

Anggaran Pendap tan ¢ iclanjn Dacrah Tahun Anggaran 2020 semula berjumlah
Rpl.157.022.81€ 316, - “orkurane  scjumlah Rp (107.108.026.000,00) sehingga
renjadi Rpl1.049.. (4.7 )5 14,00 cengan rincian sebagai berikut :
1. Pendap: . u:n
a. Sent:.ia Rp 1.143.722.816.516,00
b. Berti::abal: ing) Rp (75.616.146.000,00)
Jum :h pe i o:onnosetelab perubahan  Rp 1.068.106.670.516,00
2. Belanja
a. Semr. Rp 1.149.022.816.516,00
b. Bert abal e rang) Rp (32.679.455.095,57)
Jum ~h be ~telak serchahan Rp 1.116.343.361.420,43
Surplus. Jefi: Rp (48.236.690.904,43)
3. Pembiay an
a. Penc:imaar
1. Seoula Rp 13.300.000.000,00
2. Beramt o berkiurang Rp 42.936.690.904 43
Jum i pe i setz'al perubahan Rp 56.236.690.904,43
Peng narn
b, 1. S qula Rp 8.000.000.000,00
2. Beorami Ciararng! Rp 0,00
Jum:-h pe o oun seteial perubahan Rp 8.000.000.000,00
Jum - i pe st sotelah Rp 48.236.690.904,43
perv. - huar
Sisa leb " /(ku rmbiavean tahun Rp 0,00
berkena-

Penjabaran Peruls: tan -

pada Lampiran po

Lampiran sebagaii

dari peraturan ini

e daloa

Pasal 2

'asal 3

vi

I'asal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan



Peraturan ini mul.-
Agar sctiap orang

dengan penempat:

Diundangkan di T
pada tanggal 05
SEKRETA DA"

ARSYAD
BERITA DAERAH

cakn
CNOT
AE

SBU

2asal 4

wii Lanyges diundangkan.
v,

menvrintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini

Serita Dacrah Kabupaten Takalar.

Ditetapkan di Takalar
pada tanggal 05 November 202
BUPATI TAKALAR,

SYAMSA

CPARALAR TAHUN 2020 NOMOR 28

vii



